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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dimuat dalam tulisan hukum ini, 

maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam hal ini UU OJK tidak mencantumkan UUPK dalam bagian 

‘mengingat’ yang tercantum di awal UU tersebut. Sedangkan UUPK 

merupakan Undang-undang yang berwenang mengatur dan menjamin 

kepastian konsumen, sehingga UUPK seharusnya dicantumkan pada 

bagian ‘mengingat’ dalam UU OJK. Dikarenakan dalam hal ini UU OJK 

mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaiamana 

tercantum dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 UU OJK maka 

seharusnya UUPK merupakan salah satu dasar kewenangan dari 

pembentukan UU OJK dan dicantumkan ke dalam bagian ‘mengingat’ di 

UU OJK. Sehingga, secara formal dan materil pasal yang mengatur 

mengenai perlindungan konsumen dalam UU OJK tidak memiliki dasar 

hukum di UU OJK itu sendiri, dan dapat dipertanyakan secara yuridis 

normatif. Selain itu, UU OJK hanya memberikan fasilitas pelayanan 

penanganan pengaduan (conflict handling) dan tidak melakukan 

penanganan perkara (conflict resolution) bagi konsumen yang merasa 

dirugikan oleh pelaku di LJK. OJK tidak melakukan atau menyediakan 

penanganan perkara / conflict resolution dikarenakan dalam UU OJK, OJK 

hanya menyediakan penanganan pengaduan, dan apabila melalui 

penanganan pengaduan tidak juga tercapai perdamaian, OJK tidak dapat 

membantu penyelesaian lebih lanjut dan penyelesaian dilarikan ke 

peradilan umum. Selanjutnya, dalam rangka melindungi kepentingan 

konsumen sebelum terjadinya sengketa, OJK mewajibkan perusahaan 

fintech yang akan mendirikan dan memulai kegiatan penyelenggaraan 

LPMUBTI untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK 

No. 77/2016. Sedangkan saat setelah terjadinya sengketa, OJK memiliki 
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kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 

perusahaan fintech terdaftar yang melakukan pelanggaran hukum dengan 

cara memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 

Pasal 47 POJK 77/2016 dan Kode Perilaku (Code of Conduct) yang 

disetujui oleh seluruh asosiasi fintech dan dapat melakukan pengaduan 

melalui AFPI. 

2. Penyelesaian sengketa melalui LAPS itu sendiri tidak memiliki dasar 

hukum yang jelas, dikarenakan penyelesaian sengketa melalui LAPS tidak 

diatur dalam UU OJK, UU OJK hanya mengatur penanganan pengaduan 

(conflict handling) bukan penanganan perkara (conflict resolution) 

sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2014. Secara 

yuridis formal UU OJK harus mengatur pula mengenai penyelesaian 

sengketa melalui LAPS, baru dapat diterapkan dalam POJK lainnya. 

Dalam hal ini, POJK tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

Perundang-Undangan diatasnya, terlebih lagi dalam hal ini POJK hanya 

merupakan peraturan pelaksana. Sehingga apabila dalam UU OJK tidak 

memberikan kewenangan untuk menetapkan daftar LAPS, maka di dalam 

POJK tidak bisa secara tiba-tiba mengatur tentang kewenangan OJK untuk 

menentukan daftar LAPS, sehingga secara tidak langsung OJK telah 

menambahkan kewenangan OJK sendiri. Selain itu konsumen pada sektor 

jasa keuangan juga tidak memiliki kewenangan untuk menempuh 

penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) dikarenakan definisi konsumen yang dapat diselesaikan melalui 

BPSK hanyalah konsumen akhir. Lebih lanjut, timbul permasalahan 

mengenai LAPS yang hanya berada di Ibu kota Jakarta, solusi dari 

permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan sarana ODR agar 

lebih menghemat waktu dan uang.  
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2. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan pada bab IV, sekiranya 

terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan dan perlu dilakukan yaitu: 

1. Perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan fintech 

berizin/terdaftar di OJK, dan perlu ada Undang-Undang khusus yang 

mengatur mengenai fintech di Indonesia yang bersifat segera demi 

mencapai kepastian hukum. Lebih lanjut, perlu mengkaji ulang dan 

merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan dengan mencantumkan UUPK pada bagian ‘mengingat’, dan 

menambahkan pengaturan tentang penyelesaian sengketa melalui LAPS. 

Dengan demikian diharapkan semua konsumen dari lembaga jasa 

keuangan dapat terlindungi dengan diaturnya penyelesaian sengketa dalam 

UU OJK. Selain itu saran yang dapat dilakukan selanjutnya adalah dengan 

membuat penilaian atau akreditasi yang diberikan oleh OJK kepada setiap 

perusahaan fintech yang nantinya akan terpampang jelas dan dicantumkan 

dalam website OJK maupun website dari perusahaan fintech tersebut serta 

dicantumkan dalam iklan sebagai wujud keterbukaan. Sehingga apabila 

perusahaan fintech terdaftar diduga melakukan pelanggaran maka 

penilaian akan otomatis turun dan tidak akan digunakan kembali oleh 

konsumen serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh 

konsumen dalam memilih perusahaan fintech. 

2. POJK No. 1/POJK.07/2014 yang mengatur mengenai LAPS harus 

diajukan judicial review ke Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung 

dalam hal ini pengadilan umum bidang perdata, karena pada prinsipnya 

peraturan pelaksana yang ada di bawah UU tidak boleh bertentangan 

dengan UU atau peraturan di atasnya. Selain itu, mencantumkan 

pengaturan mengenai LAPS dalam UU OJK agar kedudukan LAPS 

tersebut memiliki kepastian hukum. Setelah LAPS mempunyai dasar 

hukum yang kuat, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar mengenai 

LAPS kepada masyarakat agar masyarakat dapat menyelesaikan 

permasalahannya melalui LAPS.  
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